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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam

bab 1V, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan obat-obatan tidak terdaftar di
BPOM sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor
801/PID/SUS/2010/PN.TK dengan terdakwa Ferry mustagfirin Bin Abror yang
dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan denda sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan telah terpenuhi sesuai Pasal 197
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1)
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang K esehatan, yang telah memenuhi

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yaitu:

a Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang disini Terdakwa Ferry
Mustagfirin Bin Abror mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

b. Mempunyai unsur kesenggaan yang dilakukan olen Terdakwa Ferry
Mustagfirin Bin Abror

c. Perbuatan Terdakwa Ferry Mustagfirin Bin Abror tersebut merupakan

perbuatan tidak menghapus pidana.



d.
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Sanksi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
801/PID/SUS/2010/PN.TK dengan terdakwa Ferry Mustagfirin Bin Abror
didakwa Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang K esehatan
yang ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan denda
paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Ternyata dalam putusan hakim tidak memuat alasan mengapa terdakwa
hanya dihukum dengan hukuman 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp
300.000.00. (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
dan putusan yang dijatunkan hakim sangat jauh dari sanksi pasa yang
dijatunkan, secara teori pertanggungjawaban pidana bertentangan dengan

rasa keadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana penjualan obat-obatan tidak terdaftar di BPOM dalam Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Karang Nomor 801/PID/SUS/2010/PN.TK yaitu Pertimbangan

hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang berupa:

a

keterangan saksi-saks yaitu: Saks Alizon dan saksi Dergjat Zen selaku polisi
yang menangkap terdakwa

keterangan ahli yaitu: Firdaus Umar S.Si.Apt selaku staf penyidik pada
kantor Balai POM Bandar Lampung

keterangan terdakwa yaitu: Ferry Mustagfirin Bin Abror

Serta pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adal ah:
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a ha yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa dapat menybabkan
gangguan kesehatan bagi masyarakat selaku konsumen

b. hal yang meringankan yaitu:
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis

adal ah sebagal berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana di bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinilai tidak memberikan efek jera karena
tidak memberikan batas pidana minimal dan denda minimal atas perbuatan yang
dilakukan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan, akan
tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kesehatan
menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi
pidananya berat, yang berakibat menyebabkan gangguan kesehatan bagi
masyarakat selaku konsumen, jadi menurut penulis Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu dilakukan revisi agar masalah ini tidak
terjadi lagi, karena bila terus terjadi akan berdampak buruk pada kesehatan

manusia.
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2. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan
terhadap perkara yang sedang diperikasa. Hal ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman.



